BUPATI PASAMAN BARAT
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
NOMOR | TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas dan optimalisasi
penyelenggaraan pemerintah daerah, perlu dilakukan
penataan terhadap organisasi perangkat daerah,

b. bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap ketentuan
peraturan  perundang-undangan, penyelenggaraan
urusan pemerintahan konkuren maupun urusan
pemerintahan lainnya dan beban kerja Perangkat
Daerah Kabupaten Pasaman Barat perlu dilakukan
perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 21
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018;

c. bahwa untuk melaksankan kewenangan pemerintah
daerah dan menjamin kepastian hukum dalam
penataan organisasi perangkat daerah perlu diatur
dengan peratuiran daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf ¢, perlu




Mengingat
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menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten
Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di
Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573};
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
sebagaimana telah diubah dengan  Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017
tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah
Provinsi dan  Daerah  Kabupaten/Kota  Yang
Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019

tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan

Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
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Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT
dan
BUPATI PASAMAN BARAT

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT
DAERAH.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran
Daerah Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 21
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2018 Nomor 1,

Tambahan Lembaran Daerah 1), diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan

susunan sebagai berikut:

a. Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
b. Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe B;

c. Inspektorat merupakan Inspektorat Tipe A;

d. Dinas Daerah, yang terdiri dari:

1. Dinas Pendidikan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan

bidang pendidikan,;

2. Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan

bidang kesehatan;




10.

11.

12.

13.
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Dinas Kependudukan dan  Pencatatan  Sipil Tipe A
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi

kependudukan dan pencatatan sipil;

Dinas Pariwisata Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan

bidang pariwisata dan bidang kebudayaan;

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Tipe A
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian
penduduk dan keluarga berencana dan bidang pemberdayaan

perempuan dan perlindungan anak;

Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Tipe A
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan
Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat dan Bidang

Kebakaran;

Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Tipe A menyelenggarakan

urusan pemerintahan bidang pertanian;

Dinas Perkebunan dan Peternakan Tipe A menyelenggarakan

urusan pemerintahan bidang pertanian;

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman

modal dan pelayanan terpadu satu pintu;

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tipe A menyelenggarakan

urusan pemerintahan bidang Kearsipan dan bidang Perpustakaan;

Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang

Persandian dan bidang Statisktik;

Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe
A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan,

koperasi usaha kecil dan menengah dan bidang perindustrian;

Dinas Ketahanan Pangan Tipe B menyelenggarakan urusan

pemerintahan bidang pangan;




14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.
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Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Tipe B menyelenggarakan

urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga;

Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Tipe B
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan

kawasan pemukiman, dan bidang Pertanahan;

Dinas Lingkungan Hidup Tipe B menyelenggarakan urusan

pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum

dan penataan ruang;

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Tipe B
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan

masyarakat dan desa;

Dinas Perhubungan Tipe B menyelenggarakan urusan

pemerintahan bidang Perhubungan,;

Dinas Sosial Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan
bidang Sosial;

Dinas Tenaga Kerja Tipe B menyelenggarakan urusan
Pemerintahan bidang tenaga kerja, bidang transmigrasi dan bidang

energi dan sumber daya mineral; dan

Dinas Perikanan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan

bidang Kelautan dan Perikanan.

e. Badan Daerah terdiri dari:

1.

Badan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi

penunjang Keuangan,;

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan dan

fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan;

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Tipe B melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan

dan pelatihan;
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4. Badan Pendapatan Daerah Tipe B melaksanakan fungsi penunjang

Keuangan; dan

5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe B melaksanakan Urusan

Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 8

(1) Selain unit UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 di Daerah di
bentuk rumah sakit Daerah sebagai unit Organisasi bersifat khusus
serta pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat

fungsional, yang memberikan layanan secara profesional.

(2) Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki
otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta

bidang kepegawaian.
Ketentuan Pasal 12 dihapus.
Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 14

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Pejabat pada
Perangkat Daerah yang ada sebelum Peraturan Daerah ini, tetap
melaksanakan tugas dan fungsinya, sampai dengan dibentuknya
Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan

Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah bersangkutan.
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Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Pasaman Barat.

Ditetapkan di Simpang Empat
pada tanggal ) Maret 2022
BUPP)’I;I PASAMAN BARAT,

/\

HAMSUARDI

ﬂ

Diundangkan di Simpang Empat

pada tanggal | Mﬂm{’ 2022
SEKRETARIS DAERAH

KABUPATE SpAMAN BARAT,

HENDRA PUTRA
LEMBARAN DA\RRAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2022 NOMOR |

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT PROVINSI
SUMATERA BARAT : (1/5/ 2022).
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
NOMOR | TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN
BARAT NOMOR 21 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
PERANGKAT DAERAH

I. UMUM

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bertujuan
antara lain mewujudkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan

kehidupan bangsa.

Hakekat dari Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah adalah
membentuk wadah untuk melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan
sesuai dengan urusan dalam kewenangan dan potensi yang dimiliki untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena fungsi pemerintahan
sebagai regulator dalam sistem kenegaraan, maka lembaga perangkat
daerah dapat dibentuk untuk melaksanakan tugas-tugas yang dapat
meningkatkan  kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dengan
mempertimbangkan berbagai aspek tersebut perlu dibentuk lembaga
perangkat daerah yang secara spesifik melaksanakan tugas sesuai dengan

kewenangannya.

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang sangat signifikan terhadap
pembentukan Perangkat Daerah, yakni dengan prinsip tepat fungsi dan
tepat ukuran (rightsizing) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan
kondisi nyata di Provinsi Sumatera Barat, hal ini juga sejalan dengan prinsip
penataan organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif,

dan efisien.

Didalam pengelompokan organisasi Perangkat Daerah didasarkan pada
konsepsi pembentukan organisasi yang terdiri atas 5 (lima) elemen, yaitu

Kepala Daerah (strategic apex), Sekretaris Daerah (middle line), Dinas
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Daerah (operating core), Badan/ fungsi penunjang (technostructure), dan staf
pendukung (supporting staf]. Dinas Daerah merupakan pelaksana fungsi inti
(operating core) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu
kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus sesuai
bidang Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah, baik urusan
wajib maupun urusan pilihan. Badan Daerah melaksanakan fungsi
penunjang (tecnostructure) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai
pembantu kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan
mengurus untuk menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi inti (operating

core).

Dasar utama pembentukan Perangkat Daerah, yaitu adanya Urusan
Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah yang terdiri atas urusan
wajib dan urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi
atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan

Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang
Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, kepala Daerah dibantu
oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana, dan
unsur penunjang. Unsur staf diwadahi dalam Sekretariat Daerah dan
Sekretariat DPRD. Unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang diserahkan
kepada Daerah diwadahi dalam dinas Daerah. Unsur pelaksana fungsi
penunjang Urusan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam bentuk Badan
Daerah. Unsur penunjang yang khusus melaksanakan fungsi pembinaan
dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam

inspektorat.

Ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 5 tahun 2017
tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah
Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan
urusan pemerintahan, sehingga Pemerintah Daerah wajib menyesuaikan

Nomenklatur fungsi penunjang yang diwadahi dalam bentuk Badan Daerah

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 5 Tahun 2017 tersebut.
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Peraturan Daerah ini menetapkan Perangkat Daerah dalam 3 (tiga) tipe,
yaitu sekretariat Daerah, sekretariat DPRD dan inspektorat tipe A;
sekretariat Daerah, sekretariat DPRD dan inspektorat tipe B; dan sekretariat
Daerah, sekretariat DPRD dan inspektorat tipe C; dinas tipe A, dinas tipe B,
dan dinas tipe C; badan tipe A, badan tipe B, dan badan tipe C. Penetapan
tipe Perangkat Daerah didasarkan pada perhitungan jumlah nilai variabel
beban kerja. Variabel beban kerja terdiri dari variabel umum dan variabel
teknis. Variabel umum, meliputi jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah
anggaran pendapatan dan belanja Daerah dengan bobot sebesar 20% (dua
puluh persen) dan variabel teknis yang merupakan beban utama dengan
bobot sebesar 80% (delapan puluh persen). Pada tiap-tiap variabel, baik
variabel umum maupun variabel teknis ditetapkan 5 (lima) kelas interval,

dengan skala nilai dari 200 (dua ratus) sampai dengan 1.000 (seribu).

Sekretariat Daerah tipe A terdiri atas paling banyak 3 (tiga) asisten, masing-
masing asisten terdiri atas paling banyak 4 (empat) bagian, dan masing-
masing bagian terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian. Sekretariat
Daerah tipe B terdiri atas paling banyak 3 (tiga) asisten, masing-masing
asisten terdiri atas paling banyak 3 (tiga) bagian, dan masing-masing bagian
terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian. Daerah tipe C terdiri atas
paling banyak 2 (dua) asisten, masing-masing asisten terdiri atas paling
banyak 3 (tiga) bagian, dan masing-masing bagian terdiri atas paling banyak

3 (tiga) subbagian.

Sekretariat DPRD tipe A terdiri atas paling banyak 4 (empat) bagian,
masing-masing bagian terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian.
Sekretariat DPRD tipe B terdiri atas paling banyak 3 (tiga) bagian, masing-
masing bagian terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian. Sekretariat
DPRD tipe c terdiri atas paling banyak 3 (tiga) bagian, masing-masing bagian
terdiri atas paling banyak 2 (dua) subbagian.

Inspektorat tipe A terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 5 (lima)
inspektur pembantu. Sekretariat terdiri atas 3 (tiga) subbagian. Inspektorat
tipe B terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) inspektur
pembantu. Sekretariat terdiri atas 2 (dua) subbagian. Inspektorat tipe C

terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 2 (dua) inspektur

pembantu. Sekretariat terdiri atas 2 (dua) subbagian.
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Dinas/Badan tipe A terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4
(empat) bidang. Sekretariat terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian dan
masing-masing bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi. Dinas/Badan
tipe B terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) bidang.
Sekretariat terdiri atas paling banyak 2 (dua) subbagian dan masing-masing
bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi. Dinas/Badan tipe C terdiri
atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 2 (dua) bidang. Sekretariat
terdiri atas paling banyak 2 (dua) subbagian dan masing-masing bidang

terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.

Kecamatan tipe A terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 5 (lima)
seksi. Sekretariat terdiri atas paling banyak 2 (dua) subbagian. Kecamatan
tipe B terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) seksi.

Sekretariat terdiri atas paling banyak 2 (dua) subbagian.

Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan
wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, agar kebutuhan dasar
masyarakat dapat terpenuhi secara optimal. Oleh karena itu, Perangkat
Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan wajib berkaitan dengan

pelayanan dasar diwadahi dalam bentuk dinas utama minimal tipe C.

Pembinaan dan pengendalian Perangkat Daerah dalam Peraturan Daerah ini
dimaksudkan dalam rangka penerapan koordinasi, integrasi, sinkronisasi
dan simplifikasi antar Provinsi dan Kabupaten/Kota, sehingga masing-
masing Pemerintah Daerah taat asas dan taat norma dalam penataan
kelembagaan Perangkat Daerah. Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat
dapat membatalkan Perda tentang pembentukan Perangkat Daerah yang

bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
II. PASAL DEMI PASAL

Pasal |

Cukup jelas.
Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN
2022 NOMOR 1




